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PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 115 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK DAN/ATAU PENGHAPUSAN
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Mengingat
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Lok

SANKST ADMINISTRATIF TAHUN PAJAK 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa berdusarkan ketentuan Pasal 37 Ayt ['l%] dan Pasal 43
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tenfang ctentuan Umum
Pajak Daerah, Gubernur dapat menghapuskan sanksl administratil
dan karens jabatannva dapal memberikan keringanan  pajak
setingei-tingginya 50% (lima puluh persen| dari dasar pengenaan
pajak atau pokok pajak berdasarkan pertimbangan atat keadsan
lertentu arlara lain kondisi perekonomian sedang resesi;

bahwa untuk membaniu pelaku usaha, mencegah  pemutusan
nubungan kerja dan penutupan usaha, serta memperishankan
ketersediaan  lapangan kerja  bagi masyarakat dalam  kondisi
crekonomian sedang resesi akibat pandemi COVID-19, perlu
ebijakan  pemberian  keringanan pokak Eajak dan/atan
penghapusan sankst administratif tahun pajak 2020

bahwa berdasarkan serimbangan  sebagaimana dimaksud  dalam
huruf & dan huraf LbJ perlu_menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Femberian Keringanan Pokok Pajak dan/atau Penghapusan
sanksi Administratf Tahun Pajak 2020,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 t'entsmgl FPemerintahan
Provinsl Daeral Khusus lbukota Jakarta sebagai Ibulkota Nepara
Kesatwan Republik Indonesia (Lembaran Nesara epublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744];

U ]1{1&_tlg—l__l'ndm].§ Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah [Ltmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomeor 130, Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Nomor 3049);

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan
Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tabhun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara I{:ﬁﬁmhli}: Indonesia Nomor 5387)
schagaimana telah beberapa kali diubah teralkhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubshan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentatig Ketentuan Umum
Pazak Dacrah (Lembaran Daerah Provingi Daerah Ehusus Thukota
Jakarta Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah [Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 3);



Menetapkan ;

MEMUTLUSKAN:

PERATURAN GUBEENUER TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK
HAJAK DANJATAL PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TAHUN
PAJAK 2030,

RATRT
KETENTLUIAN UMUM
Pasal 1

Dralarn Peraluran Gubernur ind, vang dimalksud dengan:

1.

ha

|

(L)

2]

()

Pajak Daerah yvang sclanjutnya disebur Pajak adalah konbribusi
wajlb kepada Daerah yang terulang oleh orang pribadi atav badan
yang bersifat memalisa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untulk
keperhian Daerah bagl sebesar-besarnya kemakmuran raloyat.

Pajak Kendarasn Bermotor yang selanjulnya disingkat PKB adalzb
pajak dalas kepemililean dan/atan penguassan kendaraon bermotor,

Pajuk Hotel adalah pajalk atas pelavanan yang disediakan oleh horel.
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggarasan hiburan.

Pajak Parkir adalah pajak atas penvelengparaan tempar parkiv di
luar hadan jalan, baik yang disediakan berksitan denpan pokolk
usaha maupun vang disediskan scbagai suatu usaha, termasule
penyvediaan tempat peniipan kendaraan bermotor,

Pajak Resioran adalah pajak aias pelayanan vang disediskan oleh
restoran,

Fajak Reklame adalah pajak alas penyelenggaraan reklame,

Pajak  Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
sclanjutnya disingkal PBB-I'2 adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan wvang dimiliki, dikvasai danfatau dimenfaatkan oleh
orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan don perkotaan,
kecuall  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha
perkebunan, perhulanan, dan pertambangan,

Bap 1l
PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK
Pasal 2
Keringanan pokolk Pajak diberikan secars jubatan atas ketetapan
pajak rahun 2020 untik jenis pajak:
a, PBB-PZ: dan
b CPEE.
Kennganar pokok Pajak untulke PBB-P2 schagaimana  dimalesud

padd ayat (1) huruf a, diberikan sebesar 20% [dua puluh Dersen
dari poliok Pojalk, ; F persen)

Keringanan pokek Pajal unluk PRB sebapaimana dirnalesud pada
Aayat [1] huml b, diberikan scbesar 50% (lina puluh persen) ddari
pokok pajak unluk kendaraan bermotor wnum yang digunaken
unthuals angkutan OTATIY berdasarkan  kepemilikan ity
penyelengoaraan,



(4] Keringanan pokeol Pajak sebagaimana dimaksud pada =yat (1),
diberikan  sepanjang  tidak memiliki  tunggakan pada  {ahun
sebehimmnya,

BAaB ITT
PENGHAPLUISAN SANKS] ADMINISTRATIF
Prssl 2

11} Sunksi administratif slibat keterlambatan pembayvaran Pajale untuk
masa pajak tahon 2020 atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Parlair, dan Pajuls Hiburan diberikan penghapusan secars jabatan,

(2} Sanksi administrarii akibal keterlambaian pembayaran Pajak uniuk
ketetapan Pajak Relklame yang terbit pada tahon 2020, diberikan
penighapusan secara iabatan,

i3] Terhadap sanksi administralif atas PRB-P2 dan PER kendaraan
SENoLor nmum yang digunakan untuk angkutan orang diberilean
penghapusan sceara jabatan untuk seluruh tahun Pajale

BAB TV

FROSEDUR PEMBERIAN KERINGANAN POEOQK PAJAK DAN FATAT]
PENGHAPLUSAN SANKSI ADMINTISTRATIF

Pasal 4

(1] Pemberian  keringsnan pokok pajak  dan penghapusan  sanks:
administrati’ dilakulan dengan cara penycsuaian secara sisiem
mungjemen  Pajak tanps melalul mekanisme permobonan wajils
Pajal.

o

(2} Reringanan pokok Pajak dan penghapusan sanksi sdministratif
diberikan  kepada  wajibh  Pajak  atau penangoung  Pajalt yang
melakukan pelunasan pembavarsn atos Pajak sampai dengan
ranggal 30 Desernbicr 2020,

BARB W
EETENTLIAN LATN - LAIN
Pasal 5
wajit Pajale vang lelah diberikan keringanan pokok PBB-P2 dan/atan
pengasplissn sanksi administratil, herus mendaltarkan identitas ohick

pajalenya ke dalam sistern Surat Pernberitabuan Pajak Terutang PRE-P2
clektronik,

BARR VT
KETENTUAN PERALITTAN
Pasal 6

Wajlb Pajale vang tclah memenuhi kewajiban pembayaran polook Pajalk
untuk jenis Pajak POB-F2, PKN, Pajak Hotel, Fajak Restoran, DPajak
Parkir, Pajak Hiburan dan/atan Pajak Relklarme schelum berlakunyva
Peraturan  Gubernur  ini, tidalk  diberikan resliitusl dan/atau
kompensuasi, dalam hal terdepat leelebihan pembmyarsn Pajak,



BAE VII
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 7

Peraturan Gubernur ind mulai berlalo pada tanggal diundanglean,

AFAr seliip orang mengerahuinva, mermerintaliloan pengundangan

- . - 1
Peraturan Gubernur ini dengan penempatsannva dalam Berta Daeral
Provirisi Dacrah Khasus Ibukota Jalearta,

Ditelaploan i Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2320

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

frd
ANIES BABWEDAY

Divundanglan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2120

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINGI DAERAH KHUSLS
[BUKOTA JAKARTA,
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BERTTA DAERAH PROVINGT DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TATIUN 2020 NOMOR 61048



